PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 DAN PPN ATAS PENGADAAN

ALAT TULIS KANTOR PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

“ Collecting and Payment of Income Tax Procedure Article 22 and Value Added
Tax on Procurement of Office Stationary at Faculty of Social and Political
Sciences Universitas Jember “

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Muhammad Rizaldi Kurniawan
NIM 150903101041

PROGRAM STUDI DIPLOMA 11l PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 DAN PPN ATAS PENGADAAN

ALAT TULIS KANTOR PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma 11l Perpajakan Jurusan llmu Administrasi
Fakultas llmu Sosial dan Politik
Universitas Jember

Oleh
Muhammad Rizaldi Kurniawan
NIM 150903101041

PROGRAM STUDI DIPLOMA 11l PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1.

Kedua orang tua saya Ibu Khusnul Muasaroh dan Bapak Djoko Pitono yang
selalu menyayangi dan terus memberi dukungan serta do’a yang tidak pernah
putus.

Guru-guruku dari TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas beserta dosen-
dosenku di Universitas Jember

Almamater Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

Segala Sesuatu yang Bisa Kau Bayangkan Adalah Nyata.™

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunanya. ~?

L https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-
dunia/ diakses pada 6 Juni 2018; 15.30
2https://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/01/21162529/Ditjen.Pajak.Siap.Ganti
.Slogan.Wajib.Pajak diakses pada 7 Juni 2018; 15.50
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RINGKASAN

Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan
PPN atas pembelian Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jember; Muhammad Rizaldi Kurniawan, 150903101041,
2018: 105 halaman; Program Studi Diploma 111 Perpajakan Jurusan IImu
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan pada Fakultas IImu
Sosial dan lImu Politik Universitas Jember pada tanggal 26 April sampai dengan 7
Mei 2018. Hal yang dilakukan selama kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui
prosedur penghitungan sampai dengan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dan
pajak pertambahan nilai atas pembelian alat tulis kantor. Pajak penghasilan pasal
22, selanjutnya disingkat PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh
bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang
berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan badan tertentu,
baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan bidang impor
atau kegiatan usaha dibidang lain, sedangakn PPN atau Pajak Pertambahan Nilai
merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang
bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah
suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi
jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai
produk tersebut.

Penulisan laporan Tugas Akhir ini, selain untuk mengetahui dan memahami
prosedur pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dan PPN, penulis juga mempelajari
unsur-unsur yang berkenaan dengan PPh 22 maupun PPN dan memperoleh
gambaran nyata tentang bagaimana prosedur pemungutan dan penyetoran pajak
pada Fakultas Ilmu Sosial dan limu Politik Universitas Jember. Fakultas limu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) adalah salah satu fakultas yang terdapat pada
Universitas Jember yang selain melakukan kegiatan pembelajaran pada
mahasiswanya, FISIP juga mempunyai kewajiban perpajakan yang harus

dilaksanakan seperti salah satunya dalam pengadaan alat tulis kantor yang nantinya
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akan digunakan untuk kegiatan oprasional, dikenakan pajak penghasilan pasal 22.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 2,
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran pembelian barang yang dilakukan oleh
bendahara pengeluaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dikenakan tarif
sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
Kesimpulan dari hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir ini adalah Fakultas llmu
Sosial dan Ilmu Politik dalam pemotongan pajaknya menggunakan sistem
withholding system dan prosedur pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dan PPN
pada Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik yang dipotong oleh bendahara
pengeluaran telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1278/UN25.1.2/SP/2018, Diploma
111 Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan limu Politik,
Universitas Jember).
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“Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas

Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Illmu Politik

Universitas Jember . Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu

syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program

Studi DIII Perpajakan Jurusan Illmu Administrasi Fakultas IImu Sosial dan IImu
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-
menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
rakyat, baik materiel maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, hal
terpenting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan
pembangunan dapat dilakukan dengan cara menggali sumber dana dari dalam
negeri berupa pajak.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada
beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sector fiscal mencapai lebih dari 70% dari
total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan
intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan
negara dari sector fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pula bagi masyarakat,
dunia usaha dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong atau pemungut
pajak.

Pengertian pajak sendiri menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut
Sumarsan (2017:4) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke
sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,
berdasakan ketentuan yang di tetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang
langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya
untuk menjalankan pemerintahan. Negara sangat mengandalkan penerimaannya
dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, khususnya
untuk pengeluaran rutin. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Pusat dan Pajak Daerah.
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Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam
hal ini sebagai besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak — Kementerian
Keuangan. Contoh dari Pajak Pusat : Pajak Penghasilan, PPN, PPNnBM, dan Bea
Cukai. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan Pajak Pusat, akan
dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyulusan
dan Konsultasi Perpajakn (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik
di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Daerah dari Pajak
Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, untuk
contoh Pajak Kabupaten/kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan
masih banyak lainnya. Untuk administrasi yang berhubungan dengan Pajak Daerah
akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor sejenisnya yang
dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. (www.pajakonline.com diakses pada
tanggal 5 Juni 2018).

Salah satu contoh Pajak Pusat yang paling tinggi penerimaannya dari pada
objek pajak lainnya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan sendiri
merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan
untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun
luar Indonesia dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak
Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2, PPN dan lain sebagainya. Dalam
Pajak Penghasilan, ada sebagian Wajib Pajak yang selain harus menyetorkan PPh-
nya sendiri juga wajib melakukan pemotongan dan penyetoran PPh-nya Wajib
Pajak lain. Ini yang disebut dengan withholding tax system dimana Wajib Pajak
melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak lain. Pada pelaksanaan kegiatan penulis yang pada awalnya dilaksanakan
pada kantor BPJS kesehatan kantor cabang jember, namun karena penulis
mengalami kendala dalam pengajuan data yang dibutuhkan untuk penyusunan
laporan tugas akhir, maka kegiatan laporan tugas akhir dilakukan di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada Fakultas llmu Sosial dan IImu

Politik, penulis tertarik untuk membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
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Pembelian Alat Tulis Kantor karena pada Setiap instansi tidak terlepas dari
pembelian alat tulis kantor. Pembelian alat tulis kantor juga merupakan kegiatan
rutin yang dilakukan di Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik setiap bulanya. Hal
tersebut dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini :

Tabel. 1.1 Sub bagian keuangan Fakultas IiImu Sosial dan lImu Politik atas transaksi
pembelian ATK

No Tanggal Transaksi Jumlah

1 22 Maret 2017 Pembelian ATK Rp. 9.885.700
2 19 Apeil 2017 Pembelian ATK Rp. 4.287.900
3 18 Mei 2017 Pembelian ATK Rp. 3.018.600

Sumber : Sub bagian keuangan Fakultas llmi Sosial dan llmu Politik Universitas

Jember

Tabel 1.1 adalah contoh transaksi bulanan yang menunjukan bahwa FISIP rutin
melakukan transaksi pembelian ATK setiap bulanya. Pembelian Alat Tulis Kantor
itu sendiri dikenakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dimana PPh pasal 22
sendiri tidak terlepas dari Pajak pertambahan Nilai (PPN). PPN atau Pajak
Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang
telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN atau Pajak
Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak
lain yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya
adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi,
tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang
memakai produk tersebut (https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai
-ppn Di akses pada tanggal 5 Juni 2018).

Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pemungutan
dan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN atas pengadaan ATK pada FISIP Universitas
jember. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul
tentang “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran, Pajak Penghasilan Pasal 22
dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Fakultas IImu Sosial dan

IImu Politik Universitas Jember”.
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Fakultas llmu
Sosial dan llmu Politik Universitas Jember dan apakah telah sesuai dengan

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.3  Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun Tujuan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui serta menjelaskan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada

Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember;

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir antara lain:

a. Memperoleh pengalaman mengenai Prosedur Pemungutan dan Penyetoran
Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor dan untuk
mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja;

b. Sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam
melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan; dan

c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan
diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi

dalam dunia kerja.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Prosedur
2.1.1 Pengertian Prosedur

Nuraida (2008:35) mengemukakan Prosedur adalah urutan langkah-langkah
(atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan,
berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana

melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

2.2  Perbendaharaan Negara
2.2.1 Sekilas Tentang perbendaharaan di Indonesia

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN
dan APBD.6 Di Indonesia perihal perbandaharaan negara telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam undang-undang
tersebut Bendahara didefinisikan sebagai setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk
dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang
atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.7 Undang-undang tentang
Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang

administrasi keuangan negara.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sistem
perbendaharaan negara masih menggunakan ketentuan perundangan peninggalan kolonial
belanda yaitu Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet
(ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448. Seiring dengan perkembangan zaman undang-
undang tersebut kemudian diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2860). Namun, sampai dengan saat ini, kaidah- kaidah keuangan negara

masih didasarkan pada ketentuan tersebut.

Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, bendahara digolongkan dalam 3

(tiga) golongan yaitu :

a. Bendahara umum, yang terbadi menjadi 2 (dua) yaitu :
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1) Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi bendahara umum negara.9 Dalam hal ini yang bertindak sebagai Bendahara
Umum Negara adalah Menteri Keuangan.10
2) Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah.11 Dalam hal ini yang bertindak sebagai
Bendahara Umum Negara adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah.12
b. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan Kkerja
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.13
c. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan
belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan
kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

2.3 Perpajakan
2.3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2009 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Menurut Hartati (2015:2) pajak adalah peralihan kekayaan
dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
surplus-nya digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk

membiayai public investment.

2.3.2 Fungsi Pajak
Menurut Resmi (2016:3) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting

dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena
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pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran

termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasakan hal diatas, maka pajak

mempunyai beberapa fungsi yaitu :

a.

2.3.3

Fungsi penerima (budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara,
yag diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan
pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya in dapat diperoleh dari
penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin
seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan
pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran runtin.
Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai
kebutuhna pembiayaan pembangunan yan semakin meningkat dan ini
terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah
masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi
mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak
dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan
kebijakaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan social. Sebagai alat
untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan terutama banyak
ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring
penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan

berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Jenis Pajak

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan menurut

sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

a.

Menurut golongan
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b.

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

1)

2)

Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditantung sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang
lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang
bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditangguang pihak-
pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung
terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang
menyebabkan terutangnya pajak, misalnya penyerahan barang atau
jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat
pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh
produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan
kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan

dalam harga jual barang atau jasa).

Menurut sifat

Resmi (2016:7) Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini

penjelasannya:

1)

2)

Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan
pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan
subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak
(wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi
tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status
perkawinan, banyaknya anakdan tanggungjawab lainnya). Keadaan
pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menetukan
besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik

berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa Yyang
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mengakibatkan  timbulnya kewajibannmembayar pajak, tanpa
memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat
tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) serta, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
c. Menurut lembaga pemungutan

Resmi (2016:7) Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah
tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat Il (pajak kabupaten /
kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-
masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009.
Contoh:Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak
Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah.

2.3.4 Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar
pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan
dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima
penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran
serta pelaporannya. Pemungutan pajak berbeda dengan pemotongan. Pemungutan
pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi.

Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan
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barang. Namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak
pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Misalnya
pemungutan oleh bendaharawan pemerintah atas pengadaan barang. Secara
mekanisme pemungutannya, lebih menyerupai pemotongan pajak, karena
dilakukan oleh pihak pembayar. Dengan demikian pemungutan pajak dilakukan
dengan dua cara yaitu: (1) dengan cara pemotongan atas pembayaran yang
dilakukan oleh pembeli barang, misalnya pemungutan PPh Pasal 22 bendaharawan
dan BUMN/BUMD, PPh Pasal 22 atas pedagang pengumpul, dan (2) Pemungutan
oleh pihak yang menjual barang atau yang memiliki otoritas mengeluarkan barang,
misalnya PPh Pasal 22 atas penebusan DO Migas, penjualan semen, kertas,
otomotif barang sangat mewah dan PPh Pasal 22 impor oleh Ditjen Bea dan Cukai.
(http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-
pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan Diakses Tanggal 15 Mei 2018)

2.3.5 Cara Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Resmi (2016:8)
sebagai berikut:
a. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut in
penjelasanya:
1) Stelsel nyata (Riil stelsel)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek
yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan).
Oleh karena itu, pemungutan pajaknya hanya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya
dalam satu tahun pajak diketahui.
Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, pasal 23, Pasal 4ayat 2,
dan Pasal 26. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak
didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat

dan realistis.
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2)

3)

11

Stelsel Fiktif

Stelse ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh,
penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga juga
dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dengan
stelsel ini, berate besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan
sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang
bersangkutan.

Contoh angsuran PPh Pasal 25 :

Penghasilan tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000. dengan anggapan
bahwa penghasilan tahun 2016 adalah sama dengan tahun 2015, PPh
tahun 2016 sudah dapat dihitung pada awal tahun 2016. Misalnya, tarif
pajak yang berlaku adalah 5%, berarti besarnya PPh yang terutang pada
tahun 2016 adalah Rp 2.500.000 yang pembayaranya dapat diangsur
pada saat-saat tertentu dalam tahun tersebut.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun
berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun.

Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun,
besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada
akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan
sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya
lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak
harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika
besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besaran pajak
menurut enggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi)
atau di kompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah
diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).
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b. Sistem Pemungutan Pajak

1)

2)

3)

Official Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
kepajakan untuk menentukan sendiri jJumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan.
Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan
pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan
ada aparatur perpajakan).
Self assessment system
System pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut
pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap
mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang
sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti
akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi
kepercyaaan untuk:
a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
c) Membayar sendiri pajak yang terutang;
d) Melaporkan sendiri jJumlah pajak yang terutang; dan
e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak
sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan
ada pada wajib pajak).
Withholding system
System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang
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terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai
perundangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya
untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada

pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.3.6 Teori Pajak

Menurut Resmi (2016:5) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk

memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

a.

Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan
segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga
harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan),
untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran
premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang
dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-wkatu. Beberapa pakar
menentang bahwa pembanding antara pajak dan perusahaan asuransi
tidaklah tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian
secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah pajak dengan
jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.
Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus
dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas
kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk
perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah
sama beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur

berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya
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pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk
wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan
dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan

pajak.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan
warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka
timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan berhak atas satu
dan yang lain, untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam
bentuk pembayaran pajak.

Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak,
melainkan hanya melihat pada efeknya,dan memandang efek yang baik itu

sebagai dasar keadilannya.

Tarif Pajak
Menurut Resmi (2016:13) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang

diperlukan dua unsur, yaitu tariff pajak dan dasar penggunaan pajak. Jenis tariff

pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tariff proporsional (sebanding), tariff progresif

(meningkat),dan tarif degresif (menurun).

a.

Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tariff berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun
besarnya dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Tetap

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak
1 Rp. 1.000.000 Rp. 6.000
2 Rp. 2.000.000 Rp. 6.000
3 Rp. 5.750.000 Rp. 6.000
4 Rp. 50.000.000 Rp. 6.000

Sumber : Resmi (2016)
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Di Indonesia, tariff tetap ditetapkan pada bea materai.pembayaran dengan
menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan
pajak sebesar Rp. 6.000. bea materai juga dikenakan atas dokumen-
dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan Bea
Materai.

Tarif Proporsional (sebanding)

Tariff proporsional adalah tariff berupa persentase tertentu yang sifatnya
tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar
pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan
kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Proporsional

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak  Utang Pajak

1 Rp. 1.000 10% Rp. 100

2 Rp. 20.000 10% Rp. 2.000

3 Rp. 500.000 10% Rp. 50.000

4 Rp. 90.000.000 10% Rp. 9.000.000

Sumber : Resmi (2016)

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh pasal

26 (tarif 20%), PPh pasal 23 (tarif 15% dan 2 % untuk jasa lain), PPh WP

dalam negeri, BUT (tariff pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009

serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan sebagainya.

Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin

meningkat dengan semakin meningkat dasar pengenaan pajak. Tariff

progresif dibedakan menjadi 3 yaitu:

1) Tarif Progresif-Proporsional, tariff berupa persentase tertentu yang
makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan

kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
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Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Proporsional

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak  Kenaikan Tarif
1 Sampai dengan Rp 10.000.000 15% -
Di atas Rp. 10.000.000 s.d. Rp 0 0
2 25.000.000 25% 10%
3 Di atas Rp. 25.000.000 35% 10%

Sumber : Resmi (2016)

Tarif-prograsif proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk
penghitung PPh. Tariff ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai
dengan tahun 1994 dan diatur dalam pasal 17 UU No 7 Tahun 1983.
2) Tarif Progresif-progresif, tariff berupa presentasi tertentu yang makin
meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikna
presentase tersebut juga makin meningkat.
Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Progresif

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan Tarif

1 Sampai dengan Rp 10.000.000 15% -

Di atas Rp. 10.000.000 s.d. Rp 0 0
2 25.000.000 - 0%
3 Di atas Rp. 25.000.000 35% 10%

Sumber : Resmi (2016)

Tariff progresif-progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung
pajak penghasilan. Tariff ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan
tahun 2000 dan diatur dalam pasal 17 UU No 10 Tahun 1994. Mulai tahun
2001, jenis tariff ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008,
tetapi hanya untuk wajib pajk badan dan bentuk usaha tetap dengan
perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Progresif

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak  Kenaikan % Tarif
1 Sampai dengan Rp. 1.000.000 10% -
Di atas Rp. 25.000.000 s.d. Rp 0 0
2 50.000.000 15% S%
3 Di atas Rp. 50.000.000 30% 15%

Sumber : Resmi (2016)
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e. Tariff progresif-degresif, tariff berupa presentase tertenu yang makin
meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan
presentase tersebut makin menurun.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Degresif

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak  Kenaikan % Tarif

1 Sampai dengan Rp. 50.000.000 10% -
Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp
2 100.000.000 15% 5%
3 Di atas Rp. 100.000.000 30% 15%
Sumber : Resmi (2016)

f.  Tariff degresif (menurun), tariff berupa presentase tertentu yang makin
menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Degresif (menurun)

No Dasar Pengenaan Pajak  Tarif Pajak Kenaikan % Tarif

1 Rp. 50.000.000 10% -
2 Rp. 100.000.000 15% 5%
3 Rp. 200.000.000 18% 3%

Sumber : Resmi (2016)

2.4  Pajak Penghasilan
2.4.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak,
serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian
Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum
Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7
Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan
UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008.

2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan

dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh
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Dirjen Pajak. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh

merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila

memperoleh penghasilan dari maupun dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam

sebutan wajib pajak.

2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperolen dalam satu tahun pajak. Menurut Sumarsan

(2017:110) yang menjadi subjek pajak adalah :

a.

Orang Pribadi

Orang pribadi adalah sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di dalan negara ataupun di luar negeri

Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang ditinggalkan oleh
orang pribadi subjek pajak dalam negeri diangap sebagai subjek pajak dalam
negeri yang berarti dalam hal ini adalah status pewaris.

Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi lainya,
lembaga, dan bentuk adan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Badan Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oelh orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan
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yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Sumarsan (2017:110) Subjek pajak dibedakan menjadi:

a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

1)

2)
3)
4)

Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Badan Usaha Tetap (BUT)

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.

b. Subjek pajak luar negeri

1)

2)

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari
Indonesia.

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang menerima penghasilan dari Indonesia.

c. Tidak Termasuk Subjek Pajak
Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

1)
2)

3)

Kantor perwakilan negara asing

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerjapada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan
syarat-syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta
negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri
keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh
menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan
tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia.

2.4.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Sumarsan (2017:117) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib

pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

yang termasuk dalam objek pajak adalah sebagai berikut:

a.

Penghasilan dari pekerja dalam hubungan kerja dan pekerja bebas seperti
gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara dan sebagainya.

Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

Laba usaha

Keuntungan karena penjulan atau karena pengalihan harta

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan ansuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha korporasi

Royalty

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapka dengan peraturan pemerintah

Keuntungan karena selisi kurs mata uang asing
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m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

n. Premi asuransi

0. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak

g. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

S.  Surplus bank Indonesia

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22, selanjutnya disingkat PPh Pasal 22, merupakan
pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga
lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
dan badan badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan
dengan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui
pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya,
pemotongan/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah
dipotong/dipungut. Resmi (2016:283)

2.5.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat
menetapkan hal-hal berikut ini :
a. Bendagara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang.
b. Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang

melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
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Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas

pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 107/PMK.010/2015,

berikut ini daftar pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22 :

Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas impor barang dan

ekspor komoditas tambang batu bara , mineral logam, dan ineral bukan

logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib
pajak yang terkait dalam perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan
dan kontrak karya.

Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai

pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau

lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainya atas pembelian barang.

Bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan

mekanisme uang persediaan (UP).

Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah

membayar yang diberi delegasi oleh kuasa penguna anggaran (KPA) atas

pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

Badan usaha tertentu yang meliputi :

1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyerahan langsung
dari kekayaan negara yang dipisahkan;

2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh
pemerintah setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada
BUMN lainya;

3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha
Milik Negara, meliputi PT Bank BRI, PT Semen Padang, PT Bank BNI
Syariah, PT Petrokimia Gersik dan lain sebagainya atas pembelian

barang dan/atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usaha.
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Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industry
kertas, industry baja, industry otomotif, dan industry farmasi atas penjualan
hasil produksi kepada distributor dalam negeri.

Agen tunggal pemegang merk (ATPM), Agen pemegang merk (ATM), dan
importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di
dalam negeri.

Produsen atau impportir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
atas penjulan hasil produksinya kepad distributor dalam negeri.

Industry atau eksporter yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industry atas ekspornya.

Industry atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang
batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang
pribadi pemegang izin usaha atas pembelian komoditas pada industry-
industri tersebut.

Badan usaha atau industri yang memproduksi emas batangan atas penjualan
emas batangan oleh produsen emas batangan.

Wajib pajak badan yang melakukan penjulan barang yang tergolong sangat

mewah.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 22
Menurut Resmi (2016:285) Objek pajak penghasilan (PPh) pasal 22 adalah

suatu kegiatan, kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang

tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut
kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 ( Objek PPh Pasal 22) :

a.

Impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan
oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerja sama pengusahaan
pertambangan dan kontrak karya.

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara

pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak
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pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga

pemerintah, dan lembaga-lembaga lainya.

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara

pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang

persediaan (UP).

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme

pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau

pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa
penguna anggaran (KPA).

Badan usaha tertentu yang meliputi :

1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyerahan langsung
dari kekayaan negara yang dipisahkan;

2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh
pemerintah setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada
BUMN lainya;

3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha
Milik Negara, meliputi PT Bank BRI, PT Semen Padang, PT Bank BNI
Syariah, PT Petrokimia Gersik dan lain sebagainya atas pembelian
barang dan/atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usaha.

Penjulana hasil produksi yang dilakukan oleh Badan usaha yang bergerak

dalam bidang usaha industry semen, industry kertas, industry baja, industry

otomotif, dan industry farmasi atas penjualan hasil produksi kepada
distributor dalam negeri.

Penjualan kendaraan bermotor oleh Agen tunggal pemegang merk (ATPM),

Agen pemegang merk (ATM), dan importer umum kendaraan bermotor atas

penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.

Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh Produsen atau

impportir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
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Pembelian bahan-bahan untuk keperluan Industry atau eksporter yang
bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan
perikanan.

Pembelian komoditas pada industri tambang batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha
atas pembelian komoditas pada industry-industri tersebut.

Penjualan emas batangan oleh Badan usaha atau industri yang memproduksi
emas batangan.

Penjualan barang yang tergolong mewah oleh Wajib pajak badan yang
melakukan penjulan barang yang tergolong sangat mewah.

2.5.4 Pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 22

Menurut Sumarsan (2017:288) yang dikecualikan dari pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22 adalah :

a.

Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan;

Impor barang yang di bebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak

Pertambahan Nilai :

1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas
di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang
diakui dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas
impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal,
social, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.

4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengatahuan;

6) Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat
lainya;

7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8) Barang pindahan;

9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengankut, pelintas batas, dan
barang kiriman, sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan kepabeanan;

10) Barang yang di impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
yang ditunjukan untuk kepentingan umum;

11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang
yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan kemanan negara;

12) Barang dan bahan yang diperuntukan untuk menghasilkan barang bagi
keperluan pertahanan dan kemanan negara;

13) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi
Nasional (PIN);

14) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umu, kitab suci,
buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainya;

15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal
angkutan penyebrangan, dan suku cadangnya serta alat keselamatan
pelayaran;

16) Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan
dan dan alat keselamatan manusia;

17) Kereta api dan suku cadangnya serta alat keselamatan serta peralatan
untuk perbaikan atau pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian;

18) Peralatn berikut suku cadang yang digunakan oleh kementerian
pertahanan atau tentara nasional Indonesia;

19) Bahan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya
dilakukan oleh kantor kontrak kerja sama;

20) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
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Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untu

diekspor kembali

Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang yang telah diekspor

kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dan memenuhi syarat

yang telah ditentukan oelh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang berkenaan dengan :

1) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada bendahara
yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

2) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada BUMN yang
jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

3) Pembayaran untuk pembalian bahan bakar minyak, gas, pelumas dan
pemakaian air dan listrik

Impor emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang

perhiasan dari emas untuk ekspor.

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana

bantuan operasional sekolah (BOS)

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industry

otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merk

(APM) dan importer umum yang telah dikenakan PPh22 sesuai ketentuan

yang berlaku.

Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas

batangan kepada Bank Indonesia.

Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah.

Pembelian gabah dan/.atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan

Logistik ( Perum BULOG).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.5.5

28

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Atas impor:

1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% X nilai
impor;

2) non-API =7,5% x nilai impor;

3) yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.

Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah,

BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak

final.)

Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak, yaitu:

1) Kertas =0.1% x DPP PPN (Tidak Final)

2) Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)

3) Baja=0.3% x DPP PPN (Tidak Final)

4) Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau

importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

1) Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain
penyalur/agen bersifat tidak final

Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari

pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian (tidak

termasuk PPN)

Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang

menggunakan API = 0,5% x nilai impor.

Atas penjualan

1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-

2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp
10.000.000.000,-

3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya
lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
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4) Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan
lebih dari 400 m2.

5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10
orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose
vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih
dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan
PPnBM.

h.  Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh

Pasal 22. (https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-22

Diakses pada 15 Mei 2017)

2.6 Akuntansi Pajak
2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk
menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data
kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat
perhitungan perpajakan.

Menurut Waluyo (2012:34) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan,
penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan
kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar

pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.6.2 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak ialah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan
untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi harus memenuhi
tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan ialah mengolah data
kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat

perhitungan perpajakan.
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Menurut Mulyono (2006:7) fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data
kuantitatif yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat
perhitungan perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengambilan keputusan.
Tujuan kuantitatif pajak yang selanjutnya agar relevan, dapat dimengerti, daya uiji,

netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap.

2.6.3 Proses Akuntansi Pajak

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti
biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi
ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan
informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal,
kemudian di posting, lalu dimasukan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan
pembuatan laporan keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan atau
tahunan. Proses akuntansi secara detail dan juga ilustrasinya dapat dilihat pada

gambar mengenai siklus akuntansi dibawah ini.

Tabel 2.5 Proses Akuntansi Pajak

; Jurnal Posting
Buku
Pembantu (3)

Neraca Lajur
(4)

Laporan
Keuangan
Komersial (5)

Rekonsiliasi
Fiskal (6)

Laporan
Keuangan

Fiskal (7)
-

Sumber : Waluyo (2012)
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Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti
biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi
ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan
informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal,
kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan
pembuatan laporan keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan atau
tahunan (Waluyo, 2012:57).

2.6.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22
Bagi perusahaan yang memungut/memotong PPh Pasal 22 ini akan
mencatat sebagai berikut:

Biaya pengadaan ATK XXX

Kas XXX

(Mencatat pengeluaran untuk pengadaan ATK)
Kas XXX
Penerimaan PPh pasal 22 XXX
Penerimaan PPN XXX
(Mencatat PPh Pasal 22 dan PPN yang dipungut)
Sumber : Waluyo (2012)

2.7  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2.7.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No. 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai mana telah diubah dengan UU No. 11
Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan Terakhir UU No. 42
2009. Resmi (2016:1)

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung
untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak
(konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada
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setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jJumlah pajak yang terutang dibebankan

kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. (https://www.online-

pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn Diakses Pada 15 Mei)

2.7.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2016:5) PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti

beban pajak bias digeser ke pembeli. Dalam PPN subjek pajak meliputi :

a.

Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang
melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang
dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha kecil (
menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013)
merupakan perngusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan
barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto
dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah).

Bukan pengusaha kena pajak. PPN tetap terutang meskipun yang melakukan

kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam

hal ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

1) Impor barang kena pajak

2) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
dan dari dalam daerah pabean

3) Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
dan dari dalam daerah pabean.

4) Membangun sendiri yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau
pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri
atau digunakan pihak lain yang batasanya ditetapkan oleh menteri
keuangan.

5) Penyerahan barang kena pajak berupa yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjual belikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas
penyerahan aktiva yang pajak masukanya tidak dapat dikreditkan.
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2.7.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-

kegiatan sebagai berikut (Pasal 4 UU PP) :

a.

Penyerahan BKP didalam daerah bapean yang dilakukan oleh pengusaha.

Kegiatan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP meliputi :

1) Penyerahan ha katas BKP karena suatu perjanjian;

2) Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan jaminan sewa
guna usaha (leasing);

3) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

4) Pemaiakian sendiri dan/atau pemberian cuma-Cuma atas BKP;

5) BKP berupa persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjual belikan;

6) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau
penyerahan antar cabang;

7) Penyerahan BKP secara konsinyasi;

8) Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang
dilakukan berdasarkan prinsip syariah

Impor BKP. Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui

Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah

pabean oleh siapapun.

Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat

berupa jasa konsultasi asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik,

dan jasa lain di dalam daerah pabean.

Ekspor BKP berwujud oleh PKP.

Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP seperti penggunaan atau hak

menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah,

paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia atau hak

serupa lainya.

Ekspor BKP.
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2.7.4 Tarif Pajak Pertambahan Nllai (PPN)

Menurut resmi (2016:22) Tarif PPN Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009 adalah

sebagai berikut :

a.

2.7.5

Tarif PPN sebesar 10 % (sepuluh persen).

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah
pabean/impor BKP/penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah
pabean/pemanfaatanJKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan
kebutuhan dana untuk oembangunan, pemerintah diberi wewenang
mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling
tinggi 15% (lima belas persen) dengan memakai prinsip tarif tunggal.
Tarif PPN sebesar 0% (nol persen).

Tariff 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak
berwujud/ekspor jasa kena pajak (JKP). Tarif ini tidak berarti pembebasan

dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar

untuk menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak terdiri atas harga jual, nilai

penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.
Resmi (2016:22).

a.

Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak
termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan
dipotong harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JPK, tidak
termasuk PPN dan dipotong harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea

masuk ditambah pungutan lainya yang dikenakan pajak berdasarkan
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ketentuan dalam perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak
termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN.

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam
dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor,
yaitu pemberitahuan ekspor barang (BEP).

Nilai lain sebaga dasar pengenaan PPN adalah jumlah yang ditetapkan
sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai tersebut ditetapkan sebagai berikut
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38/PMK.011/2013).

Menghitung PPN
Menurut Resmi (2016:25) Pajak Pertambahan Nllai yang terutang dihitung

dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut di

formulasikan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Rumus Menghitung PPN

PPN = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

10 % x (10% X ......)

Rp xxx

Penghitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara

Final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung secara Final artinya

tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan pajak masukan. Penghitungan seperti itu

dilakukan oleh :

a.
b.

C.

Pengusaha jasa pengiriman paket.
Pengusaha biro perjalanan atau pengusaha biro pariwisata.
Pengusaha pabrik emas.

Pengusaha jasa pengurusan transportasi.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor Cabang Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kabupaten Jember yang terletak di JI. Riau No.
24 Sumbersari yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung hari efektif,
yang dimulai dari tanggal 12 Maret 2018 dan berakhir tangal 24 April. Namun,
dalam Praktek Kerja Nyata di instansi tersebut penulis tidak bisa melanjutkan
magang atau Praktek Kerja Nyara sampai selesai sesuai dengan surat tugas dari
fakultas dikarenakan terkendala data, yakni nominal yang sangat privacy. Maka
dari itu, penulis memutuskan pada tanggal 20 April untuk tidak bisa melanjutkan
kegiatan magang atau praktek kerja nyata pada kantor Pelayanan Jaminan
Kesehatan Kabupaten Jember dan pindah untuk melanjutkan Kegiatan Laporan
Tugas Akhir ini di bagian keuangan Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik

Universitas Jember yang beralamat di JI. Kalimantan No.37, Sumbersari, Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan
tanggal 30 Maret 2018. Hari efektif di Kantor Cabang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja di Kantor Badan Penyelengara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan Cabang Jember

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat

Senin - Kamis 07.45-17.00 12.00 — 13.00

Jum’at 07.15-17.00 11.30 -13.30
Sabtu dan Minggu LIBUR LIBUR

Sumber : Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2018
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Sedangkan, pelaksanaan kegiatan di FISP Universitas Jember dimulai dari

tanggal 26 April sampai dengan 3 Mei yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar hari dan jam kerja di Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik

Universitas Jember

Hari Kerja Jam Kerja Jam lIstirahat

Senin - Kamis 08.00 - 16.00 12.00 - 13.00

Jum’at 07.30 - 16.00 11.30 -13.00
Sabtu dan Minggu LIBUR LIBUR

3.2

Sumber : Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan di BPJS Kesehatan Jember

Pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir penulis ditempatkan pada beberapa bidang

diantaranya:

a.

Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan

Pada bagian ini penulis diberi penjelasan tentang pengawasan dan
pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi
kewajibannya dan melakukan rekonsiliasi perusahaan.

Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta

Pada bagian ini penulis diberi tugas membantu administrasi pendaftaran
peserta baru baik dari mandiri maupun dari perusahaan dan juga membantu
peserta dalam pendaftaran aplikasi mobile JKN

Bidang Penagihan dan Keuangan

Pada bagian ini penulis diberi tugas untuk konfirmasi melalui telepon
kepada para peserta yang menunggak pembayaran iuran kartu BPJS setiap
bulannya dan juga pengecekan dana klaim di beberapa rumah sakit di
kabupaten jember.

Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik

Pada bagian ini penulis diberi tugas mengarsip voucher bank, kemudian

dimasukkan kedalam ordner.
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3.2.2 Ruang Lingkup Kegiatan di FISIP Universitas Jember

Pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu

minggu, penulis ditempatkan pada bidang keuangan yang bertugas sebagai

pelayanan teknis administrasi dan keuangan di semua unsur dan mengatur

pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan yang ada di FISIP Universitas Jember.

3.2.3 Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di BPJS Kesehatan Jember

No Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hasil
(@) (b) (c) (d)

1 Senin,12 Maret 2018 Apel pagi dan Dapat mengetahui
membahas Perencanaan target
permasalahan kantor kerja dan mengevaluasi
Kunjungan BU di hasil kerja kemarin.
daerah sumber sari Mengetahui jumlah BU
dan kencong yang terdaftar di BPJS

pada kecamatan
sumbersari, kaliwates
sampai kencong

2 Selasa,13 Maret 2018 . Apel pagi dan . Dapat mengetahui
membahas perencanaan target kerja
permasalahan kantor dan mengevaluasi hasil

. Mengikuti seminar kerja kemarin
sosialisasi Program . Dapat Mendaftarkan
JKN KIS di Hotel aplikasi mobile JKN
Bandung Permai KIS yang diikuti oleh

staf dari puskesmas
jatiroto

3 Rabu, 14 Maret 2018 . Apel pagi dan . Dapat mengetahui
membahas rencana target kerja dan

permasalahan kantor

. Membantu bagian

pelayanan untuk
sosialisasi mobile
JKN pada peserta di
lantai 1 kantor BPJS
Kesehatan.

mengevaluasi hasil
kerja kemarin

. Mengetahui cara

mensosialisasikan
program mobile JKN
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@ (b) (© (d)
4 Kamis,15 Maret 2018 . Apel pagi dan Dapat mengetahui
Penanggung Jawab : membahas rencana target kerja dan

Tika Tyas Miranti

permasalahan kantor

. Sosialisasi dan

pengarahan oleh
kepala cabang
mengenai Pajak yang

mengevaluasi hasil
kerja kemarin
Mengetahui pajak apa
yang ada di BPJS
Kesehatan dan proses

Tika Tyas Miranti

permasalahan kantor

. Membantu bidang

penagihan dan
keuangan dalam
menagih iuran peserta
yang tertunggak

. Menghitung dan

merekap iuran peserta

ada di BPJS yang dimulai dari
Kesehatan pengitungan sampai
dengan pelaporan
5  Jumat,16 Maret 2018 . Apel pagi dan Dapat mengetahui
Penanggung jawab : membahas rencana target kerja dan
Tika Tyas Miranti permasalahan kantor mengevaluasi hasil
. Membantu bidang kerja kemarin
pelayanan untuk Mengetahui cara
sosialisasi mobile JKN mensosialisasikan
Menghitung dan mobile JKN
merekap iuran peserta Mengetahui cara
merekap data iuran
6  Senin, 19 Maret 2018 . Apel pagi dan . Dapat mengetahui
Penanggung jawab : membahas rencana target kerja dan
Tika Tyas Miranti permasalahan kantor mengevaluasi hasil
. Menghitung dan kerja kemarin
merekap iuran peserta . Dapat mengetahui cara
merekap data peserta
pada bulan maret
7  Selasa, 20 Maret 2018 . Apel pagi dan . Dapat mengetahui
Penanggung jawab : membahas rencana target kerja dan
Tika Tyas Miranti permasalahan kantor mengevaluasi hasil
. Membantu pelayan kerja kemarin
dalam pengisian . Dapat mengetahui cara
formulir pendaftaran pengisian formulir
anggota baru anggota baru
. Sosialisasi mobile JKN ¢. Dapat mengetahui cara
pada peserta di lantai 1 mensosialisasikan
mobile JKN
8 Rabu, 21 Maret 2018 . Apel pagi dan . Dapat mengetahui
Penanggung jawab : membahas perencanaan target kerja

dan mengevaluasi hasil
kerja kemarin

. Dapat mengetahui cara

penagihan pada peserta

. Dapat mengetahui cara

menghitung dan
merekap data iuran
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(@) (b) (© (d)
9  Kamis, 22 Maret 2018 Apel pagi dan . Dapat mengetahui
Penanggung Jawab : membahas perencanaan target kerja

Tika Tyas Miranti

permasalahan kantor
Membantu bidang
SDM, Umum, dan
informasi publik
mencari data SKPD
Membantu bidang
Verifikator mencari
berkas Klaim

dan mengevaluasi hadil
kerja kemarin

. Mengetahui berkas

SKPD

. Mengetahui berkas

Klaim

10

Jumat, 23 Maret 2018
Penanggung jawab :
Tika Tyas Miranti

. Apel pagi dan

membahas
permasalahan kantor

. Membantu bidang

penagihan dan
keuangan menari
berkas VVoucher bank
di Gudang

. Dapat mengetahui

perencanaan target kerja
dan mengevaluasi
permasalan pada hari
sebelumnya dan cara
mengatasinya

. Dapat mengetahui

voucher bank.

11

Senin, 26 Maret 2018
Penanggung jawab :
Tika Tyas Miranti

. Apel pagi dan

membahas
permasalahan kantor

. Membantu Bidang

Penagihan dan
Keuangan dalam
Crosscheck data
tagihan peserta

. Mengikuti sosialisasi

mengenai pembukaan
auto-debit Bank BNI
terkait dengan
pembayaran angsuran
iuran peserta

. Dapat mengetahui

rencana target kerja dan
mengevaluasi
permasalan pada hari
sebelumnya dan cara
mengatasinya

. Dapat mengetahui

proses mengenai
program auto-debit
Bank BNI pada
angsuran iuran peserta

12

Selasa, 27 Maret 2018
Penanggung Jawab :
Tika Tyas Miranti

. Apel pagi dan

membahas perasalahan
kantor

. Menghitung besarnya

iuran peserta

. Dapat mengetahui

rencana target kerja dan
mengevaluasi
permasalan pada hari
sebelumnya dan cara
mengatasinya

. Dapat mengetahui cara

menghitung besarnya
iuran peserta
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(@ (b) (©) (d)
13 Rabu, 28 Maret 2018 . Apel pagi dan . Dapat mengetahui
Penanggung jawab : membahas rencana target kerja dan

Tika Tyas Miranti

permasalahan kantor

. Membantu bidang

Penagihan dan
Keuangan untuk

. menginfokan

tunggakan pada peserta

. Menghitung dan

merekap data iuran

mengevaluasi
permasalan pada hari
sebelumnya dan cara
mengatasinya

. Dapat mengetahui cara

menginformasikan
tunggakan pada peserta
Dapat mengetahui cara
penghitungan dan
rekapan data iuran

14

Kamis, 29 Maret 2018
Penanggung jawab :
Tika Tyas Minarti

. Apel pagi dan

membahas
permasalahan kantor

. Membantu Tugas

pelayanan dalam

. Dapat mengetahui

target kerja dan evaluasi
hari kerja kemarin

. Dapat mengetahui

proses pendaftaran

mengisi Form untuk peserta baru
pendaftaran
15 Senin, 2 April 2018 . Apel pagi dan . Dapat mengetahui
Penanggung jawab : membahas target kerja dan evaluasi
Tika Tyas Minarti permasalahan kantor hasil kerja kemarin
. Membantu dalam . Dapat mengetahui cara
pemotongan pajak pemotongan dan
servise kendaraan dan pengisian spt nya.
pengisian spt nya
16 Selasa,3 April 2018 . Apel pagi dan . Dapat mengevaluasi
Penanggung jawab : membahas permasalan pada hari
Tika Tyas Minarti permasalahan kantor sebelumnya dan cara
. Membantu tugas mengatasinya
pelayanan untuk klaim . Dapat mengetahui
JKK, JHT, JKM,danJP proses pelayaan atas
klaim
17 Rabu, 4 April 2018 Apel pagi dan . Dapat mengatahui
Penanggung jawab : membahas Perencanaan target
Tika Tyas Minarti permasalahan dikantor kerja dan mengevaluasi
Merekap dan hasil kerja kemarin
menghitung iuran . Mengetahui perekapan
peserta JKN KIS iuran peserta yang
tertunggak.
18 Kamis, 5 April 2018 Apel pagi dan . Dapat mengatahui
Penanggung jawab : membahas Perencanaan target
Tika Tyas Minarti permasalahan dikantor kerja dan mengevaluasi
Merekap dan hasil kerja kemarin

menghitung iuran
peserta JKN KIS

. Mengetahui perekapan

peserta
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(@ (b) (c) (d)

19 Jumat, 6 April 2018 Apel pagi dan a. Dapat mengatahui
Penanggung jawab : membahas Perencanaan target
Tika Tyas Minarti permasalahan dikantor kerja dan mengevaluasi

Merekap dan hasil kerja kemarin

menghitung iuran
peserta JKN KIS

b. Mengetahui perekapan

iuran peserta yang
tertunggak.

20

Senin, 9 April 2018
Penanggung jawab :
Tika Tyas Minarti

. Apel pagi dan

membahas
permasalahan dikantor

. Merekap dan

menghitung iuran
peserta JKN KIS

a. Dapat mengatahui

Perencanaan target
kerja dan mengevaluasi
hasil kerja kemarin

b. Mengetahui perekapan

iuran peserta yang
tertunggak.

21

10 April 2018
Penanggung jawab :
Tika Tyas Minarti

. Apel pagi dan

membahas agenda
kegiatan kantor

. Cek data klaim

rumah sakit via

a. Dapat mengatahui

Perencanaan target
kerja dan
mengevaluasi hasil
kerja kemarin

aplikasi b. Dapat mengetrahui
tata cara pengecekan
klaim rumah sakit di
kabupaten jember
22 11 April 2018 Apel pagi dan a. Dapat mengatahui
Penanggung jawab : membahas Perencanaan target
Tika Tyas Minarti agenda kegiatan kerja dan
kantor mengevaluasi hasil

Cek data klaim
rumah sakit via

kerja kemarin

b. Dapat mengetrahui

aplikasi tata cara pengecekan
klaim rumah sakit di
kabupaten jember
23 12 April 2018 Apel pagi dan a. Dapat mengatahui
Penanggung jawab : membahas Perencanaan target
Tika Tyas Minarti agenda kegiatan kerja dan
kantor mengevaluasi hasil

Cek data klaim
rumah sakit via
aplikasi

kerja kemarin

b. Dapat mengetrahui
tata cara pengecekan
klaim rumah sakit di
kabupaten jember
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(@) (b) () (d)
24 16 April 2018 a. Apel pagi dan a. Dapat mengatahui
Penanggung jawab : membahas Perencanaan target

Tika Tyas Minarti

agenda kegiatan
kantor

kerja dan
mengevaluasi hasil

b. Wawancara kerja kemarin.
ketersediaan data b. Dapat mengetahui
pph 23 kepada data data yang bisa
kasir bagian diambil untuk
keuangan keperluan laporan

tugas akhir
25 17 April 2018 a. Apel pagi dan a. Dapat mengatahui
Penanggung jawab : membahas Perencanaan target
Tika Tyas Minarti agenda kegiatan kerja dan
kantor mengevaluasi hasil

b. Cek data klaim kerja kemarin
rumah sakit via b. Dapat mengetrahui
aplikasi tata cara pengecekan

C. Belajar cara klaim rumah sakit di
menghitung PPh kabupaten jember dan
23 yang lumajang
ditunjukan oleh c. Dapat mengetahui
bagian keuangan bagaimana cara
bidang kasir penghitungan PPh 23

26 18 April 2018 a. Apel pagi dan a. Dapat mengatahui
Penanggung jawab : Tika membahas Perencanaan target
Tyas Minarti agenda kegiatan kerja dan

kantor mengevaluasi hasil

b. Cek data klaim kerja kemarin
rumah sakit via b. Dapat mengetahui tata
aplikasi cara pengecekan klaim

rumah sakit di
kabupaten jember dan
lumajang

27 19 April 2018 a. Apel pagi dan a. Dapat mengatahui
Penanggung jawab : membahas Perencanaan target
Tika Tyas Minarti agenda kegiatan kerja dan

kantor mengevaluasi hasil
b. Sosialisasi kerja kemarin

pembagian kartu
BPJS di daerah
sumbersari

b. Dapat ikut
berpartisipasi dalam
sosialisasi guna
mengetahui program
BPJS yang juga
merupakan program
dari pemerintah
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(@) (b) (©) (d)

28 20 April 2018 a. Apel pagi dan c. Dapat mengatahui
Penanggung jawab : membahas Perencanaan target
Tika Tyas Minarti agenda kegiatan kerja dan

kantor mengevaluasi hasil
b. Sosialisasi kerja kemarin

pembagian kartu
BPJS di daerah
sumbersari

d.

Dapat ikut
berpartisipasi dalam
sosialisasi guna
mengetahui program
BPJS yang juga
merupakan program
dari pemerintah

Tabel 3.3 Pelaksanaan Kegiatan Laporan Tugas Akhir di FISIP UNEJ

Waktu
Pelaksanaan

Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pengarahan oleh Staf
Jurusan untuk
penempatan kerja dalam
kegiatan PKN di bidang

Mengenal Kasubag
dan staf keuangan
FISIP Universitas
Jember.

26 April 2018 keuangan. b. Berkenalan dengan
Pengenalan bu Nopi Nughraha
kepada Kasubag selaku kasubag
dan Staf keuangan dan
Keuangan FISIP kepegawaian, pak
Erwin suasa selaku
staf PKK, bu Silfia
selaku Petugas
PPAB dan staf-staf
yang lain di bagian
keuangan FISIP

Merekap nota- a. Dapat mengetahui

nota pembelian cara mengarsip nota

ATK dan surat

27 April 2018 . Memisahkan surat-surat b. Memasukan surat-

berdasarkan tanggalnya

surat ke dalam
ordner untuk di arsip
berdasarkan waktu
pelaksanaanya
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. Wawancara mengenai

pajak apa saja yang ada
di FISIP Universitas
Jember

a. Dapat mengetahui

pajak apa saja yang
ada di FISIP
Universitas Jember dan

30 April 2018 Dapat melatih
komunikasi
Mencari info tentang Mengetahui terkait
PPh Pasal 22 PPh 22 atas
Konsultasi dengan Pembelian alat tulis
dosen pembimbing kantor
2 Mei 2018 mengenai judul laporan Dapat menyusun
dan data- Laporan sesuai
data yang dibutuhkan dengan tema yang
dipilih

Wawancara mengenai . Dapat mengetahui
PPh pasal 22 pada prosedur pemungutan
Kasubag Keuangan dan penyetoran PPh 22
FISIP . Data terkait sangat

3 Mei 2018 Meminta data tentang berguna untuk
PPh 22 pada bagian lampiran di Laporan
keuangan Tugas Akhir
Meminta data tentang Mendapatkan data-
PPh 22 pada bagian data yang diperlukan
keuangan oleh penulis

4 Mei 2018
Melengkapi data Mendapatkan data-
tentang PPh pasal 22 data yang diperlukan
guna menyelesaikan oleh penulis
Laporan Tugas Akhir
penulis
Berpamitan kepada FISIP

7 Mei 2018 Universitas Jember

Khususnya pada bidang
keuangan
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3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu data
kuantitatif dan kualitatif. Data Kuantitatif adalah informasi yang berupa simbol
angka atau bilangan. Sedangkan data Kualitatif adalah data informasi yang

berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol atau angka.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebgaai
berikut :

a. Data Primer
Adalah data yang diperoleh langsung dari Subjek Pajak dan Wajib Pajak.
Data Primer diperoleh dari data-data terkait, yaitu hasil dari wawancara.

b. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang
memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet,
jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan 22 dan
PPN.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :
a. Wawancara.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya
jawab kepada pihak yang bersangkutan langsung yaitu Kasubag Keuangan
FISIP di Universitas Jember yang berkaitan dengan “Prosedur Pemungutan
dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Alat

Tulis Kantor ”.
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Studi Pustaka.

Studi Pustaka diperoleh dari literatur, buku, dan telaah pustaka lain yang
berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

Observasi.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis
dan mengamati terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Laporan
Tugas Akhir ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait
dengan pengadministrasian Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas

Pembelian Alat Tulis Kantor
Dokumentasi.

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan
sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku,

undang-undang dan sebagainya.
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52 SARAN

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama
melaksanakan kegiatan Laporan Tugas Akhir di Fakultas llmu Sosial dan limu
Politik Universitas Jember, penulis memberikan saran kepada Fakultas IImu Sosial
dan IImu Politik Universitas Jember, agar meningkatkan kedisiplinan dan ketepatan
waktu dalam kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku.
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DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Pengantar Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor :1526/UN25.1.2/SP/2018 24 April 2018
Lampiran :Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Dekan Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
JL. Kalimantan Kampus Tegal Boto
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan,
bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata
(magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO NAMA NIM Program Studi

1 | Adinda Karerina Setiawan 150903101030 Diploma III Perpajakan

2 | Muhammad Rizaldi Kurniawan 150903101041 Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan 26 April s.d 03 Mei 2018.
Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Koordinator Prodi
D-III Perpajakan,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP 196103311989021001

d3 Perpajakan 2018
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LAMIRAN 2. Surat Tugas Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember

Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas IImu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya

tercamtum dibawabh ini:

NO

NAMA

NIM

Program Studi

1

Adinda Karerina Setiawan

150903101030 Diploma III Perpajakan

2

Muhammad Rizaldi Kurniawan

150903101041 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember mulai tanggal 26 April s.d 03 Mei 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan
1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan

3. M

SO

yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2018

Jember, 27 April 2018
Kooardinator Prodi
D-III Perpajakan,

Drs. Boediﬁo, M.Si.
NIP 196103311989021001
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LAMPIRAN 3. Surat Tugas Dosen Supervisi

69

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

TTU S
Nomor : 1279/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA., Ak
NIP :198710232014041001
Jabatan : Asisten Ahli

Pangkat, golongan  : Penata Muda Tingkat L,11I/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Iimu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor BPJS Kesehatan Cabang Jember ,
terhitung mulai tanggal 12 Maret s.d 24 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa
sebagai berikut.

NO NAMA NIM Program Studi

1 | Muhammad Rizaldi Kurniawan 150903101041 Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 03 April 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan |

Dr. Madi Prayitno, M.Ke
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember

2. Koordinator Prodi Diploma I1I Perpajakan FISIP UNE]
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ/A

d3 Perpajakan 2018
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LAMPIRAN 4. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata (BPJS)

‘ AGENDA KEGIATAN
ek FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Al UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

BPIS Kg_éhamn PRAKTEK KERJA NYATA
e Pnt e e BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KESEHATAN KANTOR CABANG JEMBER

Nama : M. RIZALDI KURNIAWAN

NIM :150903101041

NO | TANGGAL | ¥ | puraNG MAIASISWA | KETERANGAN
1 | 12Mar | 0730 | 17.00 | —=— n&
2 | 13Mar | 0730 [ 17.00 P = W
3 | 14Mar | 0730 [ 17.00 = [

4 | 15Maret | 07.30 17.00 — )
5 | 16Maret | 07.15 | 1700 | —=—

6 | 19Maret | 07.30 17.00 e

7 | 20Maret | 07.30 17.00 —

8 | 21Maret | 0730 17.00 —

9 | 22Maret | 07.30 17.00 i

10 | 23Maret | 07.15 17.00 =

11 | 26Maret | 0730 | 1700 | —=—

12 | 27Maret | 07.30 | 17.00 e

13 | 28Maret | 07.30 17.00 e

14 | 29 Maret | 07.30 17.00 o

15| 2Aprl | 0730 | 17.00 - -

16 | 3April | 0730 | 17.00 —

17 | 4Aprl | 0730 17.00 e

18 | 5April | 0730 17.00 ﬁ/

19 [ 6April | 07.15 17.00 =

20 | 9 April 07.30 17.00 Z

21 | 10 April | 07.30 17.00 =

22 | 11 Aprl | 0730 17.00 o

23 | 12Aprl | 0730 | 17.00 ——

24 | 16 April 07.30 17.00 e

25 | 17April | 0730 | 17.00 ~—=

26 | 18 April | 07.30 17.00 b
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27 | 19Apil | 0730 | 1700 [ —=—
28 | 20April | 0715 | 17.00 L
29 | 23Aprl | 0730 | 1700 | -

30 | 24Apil | 0730 | 17.00

Jember, 24 April 2018
BPJS Kesehatan Cabang Jember
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LAMPIRAN 5. Daftar Hadir Praktik Kerja nyata (FISIP)

DAFTAR HADIR MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRAKTEK KERJA NYATA

UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : Muhammad Rizaldi Kurniawan

NIM/PRODI : 150903101041/D3 Perpajakan

Tanda Tangan

No Tanggal Keterangan
Datang Pulang
1 |26April2018 | _— gy
/?? =
2 27 April 2018 / /-
= 7z
= -
3 |30 April 2018 / 4
= e
= =
4 | 2Mei2018 e _—
= | =
5 |3 Mei2018 % .
6 |4 Mei2018 e i
f( %_
7 | 7Mei2018 / 7
g ™
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LAMPIRAN 6. Daftar Nilai Praktik Kerja nyata

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
mail ; fisipy 0 p. (0 6

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO. INDIKATOR PENILAIAN LR
ANGKA HURUF
1 Penguasaan Materi Tugas %‘, b
2 | Kemampuan / Kerjasama b" 4
3 | Etika %D A
4 | Disiplin b) A
NILAI RATA - RATA %D 4

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

_MudeW\ad R Radi Kurmawar v

Nama
NIM . ILegoriploan
Jurusan : lmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai . ) ) p
Nama . Nop1 NUGRAHA. S.E

NIP 1 A978URG.ADRAIRRCRT .o
Jabatan - Kasubag esanaan

Instansi N

Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.| ANGKA | HURUF KRITERIA
1 280 A Istimewa
2 | 75sAB< 80 AB Sangat Baik
3 70sB< 75 B Baik
4 | 65sBC< 70 BC Cukup Baik
5 60 sC< 65 C Cukup
6 | 552CD< 60 CcD Kurang
7 50sD< 55 D Kurang
8 | 45sDE< 50 DE Sangat Kurang
9 <45 E Sangat Kurang
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LAMPIRAN 7. Kwitansi Pungutan PPh 22

KWITANSI Nomor :
TANDA BUKTI PENGELUARAN Lembar : 1 (Satu)
Tahun Anggaran TANDA PENGELUARAN ~ N.PWP .o
2017 T T— 1T M.A

5742.994 051.A.521111

Sudah terima dari

Satker 1400922

: KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS JEMBER

Uang sejumlah

Tiga Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah

dengan huruf

2

Untuk pembayaran

Terbllang Rp. { 3.018.600

[

Pembelian ATK untuk kebutuhan operasional FISIP bin. Mei 2017

Jomber o, 18 MAY 2017/

Tl ‘ :lrima Uang / Yang Membayarkan

UNIVERSITAS JEMBER

lengetahui / Setuju dibayar
at/Pembyat Komitmen

Telah dibayar lunas

Pada th‘l: AL&MXFQ}] ........

Naia

Nurani Lisetiowati, SE.
NIP. 196612032001122001

Barang-barang tersebut telah diterima dalam

keadaan baik / baru dan telah dimasukkan dalam

daftar inventaris.
Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik

Tanggal l 8 ”AY Zmﬂ

-

NIP 19611004 1988031000

PERINCIAN PPh
Jumlah Honorarium @ Rp. ....ccoovcvrvvirennnnn,

Harga Barang : PPh. d
PPn Jumlah Bersih BT o
PPh. :
Jumlah Bersih : N
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Transportasi Pergi Pulang : il L I ——
Uang Harian b Hafl! X RPi sonsussvemvionisais S R T sttty
Penginapan SR Hat X RO s S RN v e T

Jumlah 8 RP; s,
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LAMPIRAN 8. Nota Pembelian ATK

/

NOTANO. ... :
BANYAKNYA NAMA BARANG HARGA ' JUMLAH
5 rin Eertos HvS Fi 70 Gam 18- §ov ISH. ovv

10 rim [Certas [Hvs Ay Fo Gram 2H-200 | 3HZ- 070
(0 Pac__|TBinder clip kecll Cho.102)| 5-5% g5-ovy)

150 buh |Map Fertas Rabic 7-000  |1.050 oov
27 buah | Ordoer  Fold 16. 300 49H. 10D
Io bvah  |Lem Ariline 25 Gr 7- 700 77-o0v
S buoh | Guakeq Eerdas besor {1 6ov 57. 500
! buah | Movse Wirelless 171. 60 |131.c00

2 buah | Mouse R 31.00D 62. cov
) bwh | (lwlater 12 dlgit 67 | 7. oD
| buah | Kaltofabor 1o/ df'F 2.0 | []2-0?D
5 e | Amplop putth G300 |31%.090
| e | [Kerdos bupallo 22.000 | 22.900

JumiahRp. | 3. 018 Sov

Tanda Terima Hormat kémi,

[}

" phottd Ashani-
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LAMPIRAN 9. Bukti Setor E-Biling atas PPh 22

Y

P

£ KEMENTERIAN KEUANGAN R |
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TX Ne
NPWP
NAMA
ALAMAT

KOTA

NOP

JENIS PAJAK
JENIS SETORAN
MASA PAJAK
TAHUN PAJAK

NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETOR
TERBILANG

URAIAN

NAMA PENYETOR

NPWP

CETAKAN KODE
BILLING

A17188262944

01.613.135.1-651 000

SENYUMINDO MEDIATAMA

JL KALIMANTAN 25 NO 201 RT 02 RW 02, SUMBERSARI

KAB. JEMBER

411122 - PPh Pasal 22

910 - Pemungut Bend APBN
0505

2017

Rp. 41.182

Empat Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah

. Pajak PPh. 22 Pembelian ATK untuk kebutuhan operasional FISIP bin. Mei
2017

: PUMC FISIP UNIVERSITAS JEMBER
: 00.151.489.1-626.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING
MASA AKTIF

BANK BED JATIN

Data Pembayaran :
Tangge! dan Jam Bayar
Tanggal Buku

Kode Cabang Bank
Data Setoran

Kode Billing
Nowp

Name Wajib Pajak
Manat

Nomor Objex Psjak
Nate Anggaran
Jenis Setoran
Nasa Pajak

Nomor Ketetapan
Junlab Setoran
Terbilang

: 017060481484548
: 05/07/2017 11:43:04

BUKTI PENERINAAN NEGARA

Kementerian Keuangan
Penerimaan Pajak

£ 08/06/2017 13:12:46 NTB 355251300400

: 08/06/2017 NTPA © 837607A66E878001
1 003 TAN 1 823996
 017060481484548

2 016131351651000

: SENYUNINDO MEDIATANA
+ JL. KALINANTAN 28 NO 201 RT.02 R¥.02, SUMBE,JENBER

24122

$ 910

1 05052017
2 000000000000000

41,182 Mata Usng : IDR

LR

: ENPAT PULUH SATU RIBU SERATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH
o, a%) ot ' h { Y

This is & computer generabed message and requires no signature
taforaasi ini hasil cetatan komputer dan tidsk memeriukan tands tangan
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LAMPIRAN 10. Bukti Setor E-Biling atas PPN

P

/
/
//

f

CETAKAN KODE

KEMENTERIAN KEUANGAN R |
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

TX No
NPWP
NAMA
ALAMAT

KOTA

NOP

JENIS PAJAK

JENIS SETORAN
MASA PAJAK

TAHUN PAJAK
NOMOR KETETAPAN
JUMLAH SETOR
TERBILANG

URAIAN

NAMA PENYETOR
NPWP

A17188262133

01.613.135 1-651 000

SENYUMINDO MEDIATAMA

JL KALIMANTAN 25 NO 201 RT 02 RW 02, SUMBERSARI

KAB. JEMBER

411122 - PPh Pasal 22

910 - Pemungut Bend APBN
0505

2017

Rp. 274418 ~

Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rypiah

Pajak PPN Pembelian ATK untuk kebutuhan operasional FISIP bin. Mei
2017

PUMC FISIP UNIVERSITAS JEMBER
00.151.499.1-626.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

1D BILLING
MASA AKTIF

BANK BPD JATIN

Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar
Tanggal Bukv

Kode Cabang Bank

Data Setoran

Kode Bi
L1d}3
Nans Wa
Alamat
Nomor 0
Nats An
Jemis §
Nasa Pa
Nomor K
Jualab
Terbila

Iling
jib Pajat

beb Pajak
ggaran
etoran

jak
etetapan
Setoran

ng

© 017060480259811
05/07/2017 11:41:25

" BUKTI PENERTMAAN NEGARA

Kelentérii;'xtuangln
Penerimaan Psjak

: 08/06/2017 12:59:30 NTB 113505219200
:+ 08/06/2017 NTEN © |EAGESSKFUGIFTOL
1 00) STAN o 115980

: 017060480259811

+ 016131351651000

i SENYUNINDO MEDIATANA

¢ JU. KALIWANTAN 25 NO 201 RT.02 RW.02, SUNBE,JEMBER

TIET

2 910 B
: 05052017

£ 0000000000000

114,418 Wata Usng : [DR

+ DUA RATUS TUJUH PULUH ENPAT RIBU ENPAT RATUS DELAPAN BELAS R

UP[AK !

This is & computer ;enerlted,}esstge and requires no signature
taformasi ini basil cetakan komputer dan tidak wemerlukan tanda tangan
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LAMPIRAN 11. Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Q 2

] jatelko

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Muhammad Rizaldi Kurniawan
NIM 1150903101041
Jurusan : IImu Administrasi

Program Studi : Diploma I1I Perpajakan
Alamat Asal : Dusun Krajan Barat | RT 06 RW 01. Jatisari Kec. Tempeh Kab. Lumajang

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pengadaan
Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

(bahasa Inggris)
Collecting and Payment of Income Tax Procedure Article 22 and Value Added Tax on

Procurement of Office Stationary at Faculty of Social and Political Sciences Universitas
Jember

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak.

TANDA
NO | HARITANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
PEMBIMBING
Rabu ;
1 23 Mei 2018 09.00-09.15 | Konsultasi Bab 1-3 4..__ .8
Rabu Revisis Bab 1-3 dan
. 6 Mei 2018 SRS | K oneuling] Biubl. -5 e ——
Kamis Revisi Bab 1-5 dan 7&; L
2 7 Mei 2018 ThOv-1i8 Konsultasi Bab 0-Lampiran—
7
» > -
4 Sel'flsa 10.00-10.10 Meng}.lmpulkan revisi bab 0 LA
26 Juni 2018 Lampiran
* S| .
s s 07.30-07.40 | ACC Sidang L=t .
29 Juini 2018
Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Nama Narasumber
Hari, Tanggal

Jam

Disusun Jam
Tempat Wawancara

Topik Wawancara

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

79

Transkrip Wawancara

: Nopi Nughraha, SE

: Senin, 19 Maret 2018

:13.00 — 14.00 WIB

:19.00 — 20.30 WIB

: Ruang Nopi Nughraha selaku Kasubag keuangan FISIP

: Data terkait proses penghitungan sampai pelaporan PPh 22
atas pembelian ATK

. Assalamualaikum bu, Selamat Siang, maaf mengganggu
waktunya.

: Wa’alaikumsalam. Siang juga.Ada yang bias saya bantu?

: Maaf sebelumnya bu, bila Ibu Nopi berkenan, saya ingin
menanyakan  beberapa hal terkait data dan proses
peenghitungan hingga pelaporan dari pajak penghasilan
pasal 22 di Fakultas ini untuk bahan tulisan laporan tugas
akhir saya bu.

: Ya boleh silahkan

: Bagaimanakah perlakuan pajak PPh 22 atas pembelian
ATK mulai dari menghitung sampai dengan melaporkan
pajaknya bu?

: Oh iya. Jadi untuk PPh 22 atas pembelian ATK, Kkita di
FISIP tiap bulanya melakukan pengadaan alat tulis kantor,
kita melakukan kerja sama dengan rekanan yaitu C.V
Senyumindo mediatama. Nah proses perpajakanya sendiri
pihak FISIP hanya bertugas sebgai pemungut dan penyetor.
Jadi setelah pembelian atau transaksi, bendahara
pengeluaran FISIP menentukan besarnya tariff PPh 22 nya
kemudian di hitung dan dipungut sebelum akhirnya di
setorkan. Untuk pelaporanya, FISIP menyerahkan kepada
bendahara pusat

. Berati mengunakan Withholding System ya bu, lalu untuk
proses penyetoranya sendiri apakah masih manual atau
sudah online bu?

lya, Karna kita selaku bendahara pengeluaran yang
melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak
atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima
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Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

80

sekaligus menyetorkannya ke kas Negara . iya kalau untuk
pelaporanya kita sudah online menggunakan E-Billing

. Baik bu, lalu untuk data-datanya sendiri yang terkait
dengan pemungutan dan penyetoran itu apa saja bu?

: Nah untuk data-datanya sendiri, kami ada mulai dari
kwitansi pemungutan PPh 22 nya, kemudian ada nota
pembelian barang apa saja yang dibeli sampai bukti setor E-
Billing nya

: Oke bu baik. Terimakasih atas waktunya. Mungkin untuk
sementara itu dulu yang bias saya tanyakan

: Nanti misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi
mas. Lalu untuk data-data terkait laporan Tugas Akhir besok
bias diambil, biar saya siapkan dulu.
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LAMPIRAN 13. PMK NOMOR 34//PMK.010/2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  34/PMK.010/2017
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan
tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
telah diatur dalam Peraturan Mentéri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154 /PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Keglatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan
stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan
baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan

ekspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan ketentuan
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tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang
kiriman dengan tarif bea masuk untuk barang kiriman,
perlu mengganti ketentuan mengenai penunjukan badan-
badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan
Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pemunglitan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan
Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang
Lain;

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017

tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN
DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG
LAIN.
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Pasal 1

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan Keembat atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
atas:

1. impor barang; dan

2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral
logam, dan mineral bukan logam yang
dilakukan oleh eksportir, kecuali yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam
perjanjian kerjasama pengusahaan
pertambangan dan Kontrak Karya.

b. bendahara pemerintah = dan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara
lainnya berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang;

c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan
dengan mekanisme uang persediaan (UP); 7

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat
penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi
delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS);

e. badan usaha tertentu meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negéra

yang dipisahkan;
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2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara
yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang
dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi
tersebut dilakukan melalui pengalihan saham
milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara
lainnya; dan

3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara
langsung oleh Badan Usaha Milik Negara,
meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT
Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk
Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda,
PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power,
PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang,
PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau
Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya
Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT
Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak
Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah,
PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia
Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT
Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah,

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian

barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan
kegiatan usahanya;

badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha

industri semen, industri kertas, industri baja,

industri otomotif, dan industri farmasi, atas

penjualan hasil produksinya kepada distributor di

dalam negeri;

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen

Pemegang Merek (APM), dan importir umum

kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan

bermotor di dalam negeri;

produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan

bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan

bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
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i. badan wusaha industri atau eksportir yang
melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan
perikanan yang belum melalui proses industri
manufaktur, untuk keperluan industrinya atau

ekspornya;

j-  badan usaha yang melakukan pembelian komoditas

tambang batubara, mineral logam, dan mineral
bukan logam, dari badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha pertambangan; atau
k. badan usaha yang melakukan penjualan emas
batangan di dalam negeri. :
Dalam hal badan usaha tertentu ssbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e angka 3 melakukan perubahan
nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap
ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan.
Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e angka 3 tidak lagi dimiliki secara
langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha
tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri
baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk
industri hulu yang terintegrasi cengan industri antara

dan industri hilir.
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Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atas:
1. impor:

a) barang tertentu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini, dan barang kiriman sampai batas
jumlah tertentu yang dikenai bea masuk
dengan tarif pembebanan tunggal sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh
persen) dari nilai impor dengan atau tanpa
menggunakan Angka Pengenal Impor (API);

b) barang tertentu lainnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh
koma lima persen) dari nilai impor dengan
atau tanpa menggunakan Angka Pengenal
Impor (API);

c¢) barang berupa kedelai, gandum, dan
tepung terigu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) dari nilai impor dengan

mengunakan Angka Pengenal Impor (API);
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d) barang selain barang sebagaimana
dimaksud pada huruf a), huruf b), dan
huruf c¢) yang menggunakan Angka
Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua
koma lima persen) dari nilai impor;

e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf
¢) dan huruf d) yang tidak menggunakan
Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5%
(tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
dan/atau;

e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5%
(tujuh koma lima persen) dari harga jual
lelang.

2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral
logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian
barang dan pos tarif/ Harmonized System (HS)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, cleh eksportir kecuali
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat
dalam perjanjian kerjasama pengusahaan
pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar
1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor
sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan
Pabean Ekspor.

Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b. huruf ¢, huruf d, dan
pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk
keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu
koma lima persen) dari harga pembelian tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

» Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar
gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan
bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
adalah sebagai berikut:
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bahan bakar minyak sebesar:

a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)
dari penjualan tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai untuk penjualan
kepada stasiun péngisian bahan bakar
umum yang menjual bahan bakar minyak
yang dibeli dari Pertamina atau anak
perusahaan Pertamina;

b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
untuk penjualan kepada stasiun pengisian
bahan bakar umum yang menjual bahan
bakar minyak yang dibeli selain dari
Pertamina atau anak perusahaan
Pertamina;

¢ 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
untuk penjualan kepada pihak selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan
huruf b).

bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga

persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai;

pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

dari penjualan tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai.

Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di

dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam

bidang usaha industri semen, industri Kertas,

industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:

1

penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%
(nol koma dua puluh lima persen);

penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu
persen);

penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga

persen);
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4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor
beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat
berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh
lima persen);

5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol
koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen
Pemegang Merek (APM), dan importir umum
kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat,
sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen)
dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
dan perikanan yang belum melalui proses industri
manufaktur oleh badan wusaha industri atau
eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.

g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha pertambangan oleh industri
atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima
persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.

h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha
yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol
koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas
batangan.

Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar

penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and

Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan

lainnya yang dikenakan berdasarkan Kketentuan °

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
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Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam
Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah nilai Free on Board
(FOB) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean
Ekspor, termasuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang
nilai ekspornya telah dibetulkan.

Besamnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100%
(seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap
Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok
Wajib Pajak.

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuiatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku
untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang
bersifat tidak final.

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang
belum melalui proses industri manufaktur oleh badan
usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e yang merupakan badan usaha industri
atau eksportir adalah sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 3

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan

Pasal 22:

a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang
berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-
undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
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LAMPIRAN 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang

Mengingat

s

semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang
netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan
lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta
transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

3. Undang-Undang ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

D

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang:

a.

Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3459);
Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3567);
Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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diubah sebagai berikut:

I

Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah
sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1
Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (1la) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;

b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

(la) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang
perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek
pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam
negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi
yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia
dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, Kkecuali unit tertentu dari badan
pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...
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3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat
pengawasan fungsional negara; dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia; dan

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk wusaha tetap adalah bentuk usaha yang

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat

tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
tempat kedudukan manajemen;

cabang perusahaan;

kantor perwakilan;

gedung kantor;

pabrik;

bengkel;

gudang;

ruang untuk promosi dan penjualan;

pertambangan dan penggalian sumber alam;

wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

e N R

k. perikanan, ...
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perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,
atau kehutanan;

proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai
atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60
(enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan;

orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;

agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dan

komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis
yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh
penyelenggara transaksi elektronik untuk
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan
badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut
keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a.
b.

kantor perwakilan negara asing;

pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan
orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
yvang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-
sama mereka dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan di luar jabatan atau
pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;
organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
dan

2. tidak ...
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2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
selain memberikan pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud pada huruf c¢, dengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf 1,
dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf,
yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat
(3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah,
huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf 1,
huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 4

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,
dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena
pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
sebagai pengganti saham atau penyertaan
modal;

2. keuntungan ...
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2. keuntungan karena pengalihan harta kepada

pemegang saham, sekutu, atau anggota yang
diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan

lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan,

pengambilalihan usaha, atau reorganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa
hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang
diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan
sebagian atau seluruh hak penambangan,
tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah

dibebankan sebagai biaya dan pembayaran
tambahan pengembalian pajak;

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan

karena jaminan pengembalian utang;

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta;

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;

keuntungan selisih kurs mata uang asing;
selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
premi asuransi;

0. iuran ...
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LAMPIRAN

15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

@

PRESCEN
FEPUSLIS NDONESIA

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
DARI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1883

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA

TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009

BERIKUT PENJELASANNYA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pajak adalah kontribusi walb kepada negara yang terutang cich crang peibadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan dgunakan untuk keperduan negara
bagl sebesar-besamnya kemakmuran rakyat. ")

Wajb Fajak adalah orang pridadi atau badan, maliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungst pajk, yang mempunyd hak dan kewajban perpajakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. ™)

Badan adaish sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang malakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, persercan komancited persaman lannya, badan usaha milik negara atau
badan usaha milk daerah cengan nama dan daiam bentuk apa pun, frma, kongsl,
koperasl, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

omansas sosial poltik, atau crganisasi lainnya, lembaga dan bantuk badan lainnya
termasuk kontrak ivestas! kolektl! dan bontuk usaha %etap. ™)

Pengusaha adaiah oang prbadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam
kegatan uwsaha atau pekeraannya menghasilan barang, mengimpor barang,
mangekspar barang. melakukan waha perdagangan, memantaatian barang tidak
berwujud danl luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memandaatikan
Jasa dan luar daerah pabean. ™)

Pt ar v a— vy -t
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

21.

ar

Pergusaha Kona Fajak adalah Pengusaha yvang moakukan poamyerahan Barang
Haria Pajak dandaba penyerahan Jess Bona Pajak yang dikenal pajak berdasarkan
Unidairg-Undang Pajak Pertambaiar Mial 1984 dan parabahannys ™)

Homor Pokok Wailn Pajak adalah nomor yang dibarkan kepads Wajib Pajak
sebhagal sarana dalam adminsiras perpajakan yang dipsegunakan sebagal tanda
panganal dinl st identitas Wajls Pajak dalam malaksosniakan ok dan kissajinan
parpajakannya. "

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjed dasar bagl Wajls Pajek wriuk
manghitung. menmyeior dan melaporkan pjak yang ferutang dalam suaiu jangka
wakitu fortenby sebageimana ditenbokan dalam: Lvdarg-Lindang inl ™)

Tahun Fajak adalah jangka wakbu 1 {saba) tahun kakroder kecual bila Wajls Pajak
T Uik an tahin boko yan g sk sama dangan tahin kalerder ™)

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dan jargka wakiu 1 {sabd) Tahun Pajak. ™
Pajak yang terulang adalah pajak yang hans dibayar pads suabd saaf. dalam
Masa Pajak, dalem Takim Pajak, atau dalam Baglan Tahun Pajak sesusl dangan
kefaiTiuan pratunan peruncang-uncdangan perpsakar. ™)

Eural Pomboriiahuan adalah surat yang olksh Waih Fajak digumakan umiuk
melaporkan penghibngan danfaiag pombayoran pajak. objok pojak dandatau
bukan ochpek pojak, danfatows hara don kewajban sesual dengan kebertuan
paTatLINan Ferundang- undanoan porpa akan. ")

Eurat Pomberiiahian Masa acalah Sorat Pomborfabian wunbuk st Masa Pajak. ™)

Eural Femiberfiahuan Tafran adalsh Sural Pomberitafan uniuk suaiu Tahun
Pajak atau Bagian Tahun Pajak. ™)

Eurat Esdoran Pajak adalah buktl pomiayaran oo penysionn pajak yang telah
dilakukan dengan manggurakan formuli atau telah diakukan dengan oo Ldin ko
ks nagara melalui iompal pemibayaran yang diunpik cloh Menberi Keuangan. ")
Eural keteiapan pajak adalah surad keletapan yang melput Surat Ketolapan Pajak
Hurang Bayar, Burat Befedapan Fajak Kurang Bayar Tamibahan, Surat Babetanan
Pajak Hihd, atais Surad Hatetapan Pajak Labih Bayar. ™)

Eural Msdoiapan Poajak Kurang Bayar adalah surad kelebapan pajak yang
mananiukan besanmya umiah posok pajak, jomilah redit pajal, jomilsh kelurangan
pambayaran pokok pajak, besarnys sorksl administras), dan jumiah pajak yang
masih Farus dibayar ™)

Eural Hotoiapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah sural ketelapan pajak
yarg manariukan fambahan atas jumish pajak yang telah dioiapkan. ™)

Eural Ketoiapan Pajak kihil adalah surad ketetanan pajak yang manemukan jumilah
poRDK. Pagalk Sama besarrya dengan jumlah koot pojak ataw pajak tidak tenatang
dan tidak ads kredit pajak. ")

Eural Kedoiapan Fajak Laebih Eayar adalah sural kedoiapan pajak yang manamiskan
pomilah kelebihan pombayaran pajak korene jomiah beedit pajak lebih Desar
danipada pajek yang tendang atos seharusnmya boak terutang ™)

Eurat Tagivan Pajak adalah surat untuk melakukan tagian pajek danfotau sanks]
adminisirasl berupa bonga danfatau denda. ™

Eurai Paksa adalah surat posiniah membayar ukang pajak dan baya penagihan pajak. ™)

[T

Fommlimis KoL i w4 e )
T P ————
Fre e e o A 3 Tarmar amry ]

99


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

23.

25.

27.

.

i

333’

Hrodit Pajak unbuk Pajk Penghasilan adolah pojak yang dibayar sendin okehi
‘Wajlb Pajak ditambah derngan pokok pajak yang teruiang dalam Surat Taginan
Pajak karena Faojak Penghasilan dalemn tahan barjalan tidak adau kurang dibayar
ditambah dengan pajak yamg dipotong atss dipungut, diambah dengan pajak
alas penghasian yang dibayar atou forubang of luar nagod, dilorangl demgan

Hredit Paak umuk Payjak Periambahan Milal adalah Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan Ssioah diurangi dongan pengemibakan b
pajak alou seiolah dikurangi dongan pajak yang foah dicomponsaslon, yang
dikangkan dar pajak yang terutang. "

Pekifjaan Dohas adalah pekofjaan yang dilkkukon oloh omng pibadl yang

mampunyal keahlian disus sohagal ussha uniuk mamparoloh penghasilan yang
tidak torika? oleh suaby hubungan koha. ™

Pemerksaan adalah serangkain kegialan menghimgun dan mangolah data,
keforangan, danfabag bokh yang dilaksanakan socara objektil dan prodesional
bardasarkan suglu standar pomaeniksaan ontuk mangujl keparishan pesmieroan
kewajban parpojakan danfoiou umuk fupssn lan dalam mngks malaksanakan
kefoniuan paraturan perundang-undangan porpajakan ")
Bukii Permulaan adalah keadaan, porboatan, dandatou Dokl bangpa kelerangan,
Tulisan, ataw benda yang dapal memberkan peborjuk adanya dugaan kuat bahwa
sariang aba telah torjad] suaby incak pidana di biclang perpajakan yang dilakukan
ok slapa saja yang dapat menimbalkan kongian pada perdapatan nsgara. "
Pemerisaan Bukii Fermulan adaloh pemaendksaan yang dilakokan uniuk
mandapatkan bkt permulaan temang adarya cugaan teah berjedi tindak pidana
ol dang parpajakan. ")
Fenangoung Pajok adalah omng pribadi aiau Dacan yang Derianggung jawah oias
pemDayanan pagk, Temasuk waki yang manialansan hak dan mamenuil kesojinan
‘Wajk Fajak sesual dengan krioniuan poraiumnan penandang-undangan paerpaiakan. ")
Pemibulkuan adalksh suaiu proses pencaiaian yang dilakukan secarm feraiur uniuk
mengumpakan daia dan imomasi kesangan yang melpall faria, kewajiban,
maodal, penghasilan dan biaya, serta jumizh harga perciehan dan panyerahan
barang aiau jama, mﬂu@ﬂmmmwwm
neraca, dan laporan laba rugl uniuk paricds Tahun Pajak fersebut. ™~
Penaditian adalah serargkaian mmﬂummmumm
pangisian Sumi Fembsriahuan dan lmpian-Rmpranna iemasuk penlaan
Temiang kebenaran penulisan dan penghifunganmya. =)
Penidikan indak pidana di bidang perpajakan adalah serangkasian indakan yarg
dilakukan akeh penyidic unbok mancan seria mengumgaikan bukll yang dengan
buskti iba mamibuat israng tndak pidana di bidang perpajakan yang tenadi sama
menamukan tersangkarya. ")
Mﬂummmﬂﬂqmﬂﬂmmlwm:
Jerederal Pajak vang diban wosenang khisus sehagal pemycdik unbus melakukan
parnyidikan findak pidana di bidang perpajakan sesas dengan keteriuan peraiuran
panandang-uredangan. =)
Eirat Mapubean Fombatulen adalah sorat kepubiesan yang memibotulkan kesalahan
tulis, kesaahan hiong, dan‘oiou kokeliniam porerapan ketenban eremu dakam
Fream e 4 o = e
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aT.

41.

pefalFan perundang-undangan perpajakan yang iendapat dalsm surat ketetapan
pajak, Suwrai Taghan Paojak, Suoral Hepuhisan Pembetulan, Sural Heposusan
Heberatan, Sual Kepulusan Pengurangan Sanksi Adminisirasi, Surat Heputesan

Parsdariduan Fsksbihan Fajak, atad Sural Hepaiusan Pambtanian imbadan Bunga. ™)

Surat Kepubesan Keboraian adalsh surat kepubusan aias kebontan terhadap st
kilatapan pajak ot terhadap pamobongan 2t pemngiian okeh pdhak ketiga
yang diajsan cleh Wajio Pajak. ™)

Pulusan Banding adalah pubusan badan peradian pajak atas banding teradap
Surat Meputusan Pebsraian yamg digukan cloh Wajls Pajak. ")

Putusan Gugatan adalah puiusan badan poradilen pajak atas gugatan terradap
hal-ral yang berdasarkan kelenbien peraturan perundang-undangan panpajakan
clapad diajukan gugatan. ™)

Puiusan Peninjpuan Kombal adalah puiusan Mahkamah Agung aias parmohonan
peeninjauan kembal yang disjukan sheh Walb Pajak atau cleh Dirkiur Jencaral Pajak
bertaedan Fubusan Barding aiau Putusan Gugatan darl bacan peradilan pajak. ™)
Sumi Hepuiusan Pongambalion Fendabuluan Kolkebdhan Pajak adalah st
kopubisan yang meneriukan jumiah pengambalian pendahuluan kelebihan pajak
uniuk Wb Pajak bertenba. ")

Sumi Hepuiusan Pembarian Imbalan Bunga adalh swra? kopubsan yang
mananbukan jumiah imbalan borga yang diberion kepacs Wak Pajak. ")
Tanggal dikinm adalash fanggal stempsl pos penginman, tanggal falksimil,
atais dalem hal disampaikan sooar langsung adalah tanggal pada sagt sura,
kopubuesan, ot potusan dsampalkan sacara langsung. ™)

Taregygal diterima adalah tanggal siempel pos pengirinan, tanggal Taksimil, atau
dalam hal diterima secara langsang adalah fanggal pada saat surat, kepubesan,
atauy puiusan diterima secan langsung. ™)

Bunsdasan Pasal 1
b jolas

BAB Il
NOMOR POKOK WAJIE PAJAK,
PEMNGUKUHAN PENGUSAHA KEMNA PAJAK,
SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA
PEMBAYARAN PhAJAK

Sartisn Wajln Pajak yang telah mamenuhl persyarrtan sobsekdi? dan objpekdil S
dergan ketamuan peraiunan penandang-undangan poerpadaken wajih mendatiarkan

i Forurma [ i . L ey |
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LAMPIRAN 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

102

Menimbang :

&

meraLir SSEwA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa penyelenggaraan pemerintahan segans untuk mewujudkan tujsan

bernegamn menimbolkan hak dan kewajiban megam yang perlu dikelols
dalam suatu sistem pengelolsan kewangan negana:

. bahwa pesgeloban keuvangsn negars seboagumana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negura Repoblik Indonesia Tahun 1945 perlu
dileksanakan secara terboka dan beranggung jawab untek sebesar-
besamyn kemaknwuran mkyat, yang diwujpedkan dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah (APBDY;

bahwa dalan rasgha pesgeloban dun peranggungjawsban keussgan
negarn diperiukan kaidah-kmdah bobwm admsinistrasi kesangan negan
yang mesgater perbendabarsan negare

bahwa Undang-endang Perbendahaman Indoaesia/Indische
Compuabilitetoower (Staatsblad Tahun 1925 Nomoe 44%) scbagmimana
telah beberupa kali diubah dan ditansbah terakhir dengan Undang-wndang
Nomor 9 Tahun 1968 (Lembarun Negara Republik Indonesia Tabun 1968
Nomor 53), tidak dapat lags memscnuhi kebutuhan pengelolaan dan

penanggungiawaban kewangan negara:

. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksod poda buref a,

huruf b, huref ¢, dan baruf d di stas periu dibeotuk Undang-undang
tentang Perbendabarsan Negara:
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Mengingat 1. Pasal 3 ayas (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Taben 1945,
2. Undmmg-undang Nomor 17 Tabem 2003 tentang

Keuangan Negana
(Lemnbarsn Negam Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Deagan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan - UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARAL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Peagertian

Pasal 1

Dahlnl.bdmgundlgmyngdundnddﬂgm

Perbendsharaan Negara adshh pengelolaan dan penanggunguwaban keuasgan negana,

termasuk investasi dan kekaynan yang dipsahkan, yang ditetapkan dalam APBN  dam

APBD.

Kas Negara adalah tempat penyunpanan cang negara yang ditentukan oleh Menteni

Keuangan selaku Bendahara Unsam Negara untuk mesampeng seluruh penenimaan negam

dan membayar selunsh pengeluanm negara.

1 Rekening Kis Umum Negars adalah rekenmg tempat penyimpanan uang negar yung
ditestukan oleh Menteri Keusagan sclaku Bendahara Ummsm Negara untek mensmpung
sebaruh pencrimasn negam dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral

(5
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Kas Deersh adalah  tempat  pesyvimpaman wang  doemb yeng  ditentukmn  oleh
uhernurvapari‘walikots uniuk menampung selunsh pemerimaan daermh dom membayvar
sebaruh pengebuaran doemb.

Rekening K Umum Doersh adalsh rekeming tempat penyimpanan ussg daerah yang
ditemtukan oleh gubemurbupatiwalikots untuk mensmpong scbouh penerinnsn doerah
dan membayar selunsh pengelusrm daerah pada bank yeng dieaphkan.

Piutang Megem adslsh jundah weng veng wajib dibeyar kepads Pemerintah Pusst dandatsu
hak Pemerintah Pusat vang dapan dimilai dengam usseg sehagni akibal perjanjian sima okiba
lairaya berdasarken peraiursn perundang-sedangan vang berlaku atvu akibal lainnys yang
sah

Piutang Deerah sdalah jpemlah wang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Doersh dandaionu
hak Pemerimizh Daerah yang dapat dinilai denges mang sebagni akibat perjanjion atau akiba
laimmva berdesarkan peraiuran perundang-sndangan vang berlaku atu akibai lainnya yang
sah

Utang Megara adalsh jumlah ussg vang wajibk dibaysr Pemserininh Pasat dan/oima kewnjiban
Pemerintah Pesat yong dapai dimilei dengan ueng berdasarian perofunan perendang-
mndangmm yang berlaku, perjanjian, sinu berdasarken sebab lsinmys yang sah.

LUtang Deersh pdalah pomlsh wang yang wapb dibayvar Pemenmtsh Deersh dandaiou
kewmjiban Pemeriminh Doerah yung dapm dinilai demgan wang berdasarkan perapemn
perundang-undengan yang berlaku, peganjian, stau berdasarkan sebab lainnys vesg sah.
Barmg Milik Megara sdalh semus barang yong dibeli oima diperoleh miss beban AFBEN
minu bermsal dari peroleham laimsya yang sah

Barng Milik Dacrah sdalh serun barang yong dibeli oima diperoleh mins beban AFBD
minu bernsal dari perolehom laimsya yang sah

Pesggana Anggaran adalsh pejsbar pemegang  kewenangan  penggunasn  anggeran
leemenienan negarslem bagn'saiman kerja perangial doerab.

Pengpora  Barang adalah pejabal peneegong  bewesangon penggunasn barang  milik
megomndoersh

Bendashsra sdaloh setisp crang stu badsn vang diberi tugs umiuk dan sfas nama
negom/doersh, meneniema, menyimpan, dan  membayonmenyershion usng sisw  surs
ferharge atou harn g-barang negera'desrah.

Bendahara Unvem Megem adalsh pejshai yemg diberi mges emsak melaksanskan fungsi
eendabars wmum negare

Bendahara Unvem [oernh adalsh pejsbai yemg diber uges oosak melaksanskan fungsi
endabars wmum deersh.
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Bendahara Pencrimaan sdalah oremg yemg diungek uniuk menerima, memyimpan,
menyeiorkan, mensausashakan, den  mempenangpeng-jawebkon  usng  pendapatan
regomn/doersh  dalam mngks pelaksansan APENAPED pads kossorsamuen  kerja
kemenienan negaralembagn/pemeriniah doerah

Bendshsra Pengeloarss adalsh orang yeng diunjuk wstel  meserima, mesyvimpan,
memtaywkan, menszsahaken, den mem-perinnggungjreabkon uang unbek keperluan
belanjn negars'dserah dalam rangks pelsicansan APBMAPBD pada kesiorssbean kerjo
MenteriPimpinan Lembags sdalah pejabai yeng bemanggung jowab stas pengelolann
keusmgan kementenan negaralewbagn yvang bersangkutan.

Kememterian Negom/Lembagn adalsh kementerion megara’ lembaga pemerinmh mon
Pejebai Pengelola Keuangen Doerah adaloh kepala badan/dimashine  benssganbagion
lcummgan yeng mempunyni tuges melokssaken pengelolsan APBD dan bertindak sebagei
Bexdahara Umum Dacrah.

Kensgian MegaraTaerah adalsh kekurangon mang, surat berbarga, dan barang. yeng nymin
dan pasti pamlaheyva sehagai akibat perbustan melowan hukum baik sengnja maupun lakai.
Badan Layanam Unwem adaloh insmnsi di lingkungen Pemerinmh vamg dibenpok weiuk
mienheriken pelayansn kepads masyarakst bengpa penyediaan berang don'stau jass yang
dijuzl manpa menguismakan mencari keunmngan dan dalam melakuksn kegistannym
didesarkan pada prinsip efisiensl dan produkivias

Bank Sevaral adalah sehagnimana dimaiosd dalam Undseeg-Undoreg Dasar 1945 Pasal 230

Bagian Kedus
Rming Lingkup

Pasal X

Perbendsharaon Negam sehagnimana dimakssd dalam Pasal 1 Angka 1, melipati:
a. pelakssnamn pendapstan dan belanja negare

b pelaksaramn pendapatan dan belanja deersh;

. peloksanam penerimaan dmm penge lusran negan:

d pelakssnam penerimaan dem pengelusran desrah;

e pengelolman kas;

f.  pengelolman pisang dan i negarasdoerab;
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Nama Narasumber
Hari, Tanggal

Jam

Disusun Jam
Tempat Wawancara

Topik Wawancara

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara
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Transkrip Wawancara

: Nopi Nughraha, SE

: Senin, 19 Maret 2018

:13.00 — 14.00 WIB

:19.00 - 20.30 WIB

: Ruang Nopi Nughraha selaku Kasubag keuangan FISIP

: Data terkait proses penghitungan sampai pelaporan PPh 22
atas pembelian ATK

. Assalamualaikum bu, Selamat Siang, maaf mengganggu
waktunya.

: Wa’alaikumsalam. Siang juga.Ada yang bias saya bantu?

: Maaf sebelumnya bu, bila Ibu Nopi berkenan, saya ingin
menanyakan  beberapa hal terkait data dan proses
peenghitungan hingga pelaporan dari pajak penghasilan
pasal 22 di Fakultas ini untuk bahan tulisan laporan tugas
akhir saya bu.

: Ya boleh silahkan

: Bagaimanakah perlakuan pajak PPh 22 atas pembelian
ATK mulai dari menghitung sampai dengan melaporkan
pajaknya bu?

: Oh iya. Jadi untuk PPh 22 atas pembelian ATK, kita di
FISIP tiap bulanya melakukan pengadaan alat tulis kantor,
kita melakukan kerja sama dengan rekanan yaitu C.V
Senyumindo mediatama. Nah proses perpajakanya sendiri
pihak FISIP hanya bertugas sebgai pemungut dan penyetor.
Jadi setelah pembelian atau transaksi, bendahara
pengeluaran FISIP menentukan besarnya tariff PPh 22 nya
kemudian di hitung dan dipungut sebelum akhirnya di
setorkan. Untuk pelaporanya, FISIP menyerahkan kepada
bendahara pusat

. Berati mengunakan Withholding System ya bu, lalu untuk
proses penyetoranya sendiri apakah masih manual atau
sudah online bu?

lya, Karna kita selaku bendahara pengeluaran yang
melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak
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atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima
sekaligus menyetorkannya ke kas Negara . iya kalau untuk
pelaporanya Kita sudah online menggunakan E-Billing

: Baik bu, lalu untuk data-datanya sendiri yang terkait
dengan pemungutan dan penyetoran itu apa saja bu?

: Nah untuk data-datanya sendiri, kami ada mulai dari
kwitansi pemungutan PPh 22 nya, kemudian ada nota
pembelian barang apa saja yang dibeli sampai bukti setor E-
Billing nya

: Oke bu baik. Terimakasih atas waktunya. Mungkin untuk
sementara itu dulu yang bias saya tanyakan

: Nanti misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi
mas. Lalu untuk data-data terkait laporan Tugas Akhir besok
bias diambil, biar saya siapkan dulu.
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